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2. Kedepannya perlu konstruksi pengawasan terhadap hakim 

konstitusi yang bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai 

sistem pengawasan yang ideal. Hal ini didasari bahwa kesembilan 

hakim konstitusi memiliki kewenangan dan fungsi  sebagai 

pengawal konstitusi (the guardian of constitution), penafsir akhir. 

3. Perlunya perbaikan sistem pengetahuan dan kejujuran para 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun sebuah 

undang-undang yang lebih baik untuk masa depan penegakan 

hukum di Indonesia. 
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